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MOTTO DAN PERSEMBAHAN: 

MOTTO: 

“Coba sekali, atau menyesal selamanya.” 

 

PERSEMBAHAN: 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir ini dapat saya selesaikan dengan baik. 

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya persembahkan Laporan Akhir ini 

kepada: 

1. Kedua orang tua saya tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, 

kasih sayang, serta pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas segala 

dukungan moril dan materil, serta keikhlasan dalam mendampingi setiap 

langkah saya hingga saat ini. 

2. Ibu Rina Tjandrakirana., S.E.,M.M.,Ak. selaku Kaprodi D3 Akuntansi, 

yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses administrasi, 

sehingga pelaksanaan magang dan penyusunan Laporan Akhir ini dapat 

berjalan dengan lancar. 

3. Ibu Nur Khamisah, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan 

senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses 

penyusunan laporan ini. Juga kepada Ibu Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak., 

selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan berharga 

demi penyempurnaan Laporan Akhir ini. 

4. Teman-teman magang saya, yang telah banyak membantu, mendukung, dan 

memberikan semangat selama menjalani masa magang, sehingga setiap 

tantangan dapat dilalui bersama dengan baik. 

5. Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan, yang telah menjadi 

sahabat dalam belajar, berbagi cerita, suka dan duka, serta saling 

mendukung hingga akhirnya dapat mencapai tahap akhir ini bersama-sama. 
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KATA PENGANTAR 

Dengan penuh rasa syukur, Saya berhasil menyelesaikan penyusunan laporan akhir 

yang membahas mengenai Mekanisme Pengawasan Wajib Pajak Tidak Patuh oleh 

Account Representative Pada KPP Palembang Pratama Ilir Barat. Laporan ini 

merupakan hasil dari berbagai pengalaman, observasi, serta kajian literatur yang 

telah dilakukan dalam rangka memahami Account Representative dalam berperan 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan dalam menyusun laporan ini 

menghadirkan berbagai tantangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, 

semuanya dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, penulis  menyampaikan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Nur 

Khamisah, S.E., M.Sc. yang telah memberikan arahan, juga keluarga yang 

senantiasa memberikan doa, semangat dalam proses penyusunan Laporan Akhir ini, 

tidak lupa juga, teman-teman yang selalu berbagi pengalaman dan motivasi selama 

masa Praktik Kerja Lapangan di KPP Palembang Ilir Barat. 

Semoga dengan adanya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan 

menjadi referensi yang berguna dalam memahami mekanisme pengawasan 

terhadap Wajib Pajak yang dalam artian Belum Patuh/Non-Kooperatif. Penulis 

menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga segala kritik 

dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. 

Dengan segala kerendahan hati, saya berharap laporan ini dapat menjadi kontribusi 

kecil bagi dunia perpajakan serta membuka wawasan baru bagi para pembaca. 

  



 

iii 

 

 

  



 

iv 

 

  



 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

vi 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh merupakan aspek 

krusial dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak di 

Indonesia. Peran ini dijalankan oleh Account Representative (AR) di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama (KPP)Palembang, termasuk KPP Palembang Pratama 

Ilir Barat. AR memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi dan 

memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting 

dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam 

praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang perlu 

mendapat perhatian, terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 

Wajib Pajak Badan (WP Badan). Berdasarkan data dari KPP Pratama Palembang 

Ilir Barat, dari 43.628 WPOP yang terdaftar, hanya 2.180 atau sekitar 5% yang 

telah melakukan pembayaran pajak. Sementara itu, dari 6.907 WP Badan, hanya 

2.009 atau sekitar 29% yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak ini mengindikasikan masih adanya potensi 

penerimaan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak 

yang belum patuh. Account Representative (AR) sebagai petugas pajak memiliki 

tugas untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik melalui pendekatan edukasi maupun 

penegakan hukum. 

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berjudul "Mekanisme Pengawasan 

Wajib Pajak Tidak Patuh oleh Account Representative pada KPP Palembang 

Pratama Ilir Barat", yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme 

pengawasan yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta 
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mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan oleh Account Representative 

dalam menghadapi tantangan tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 

Tentang Account Representative, AR di KPP memiliki tugas untuk 

melaksanakan analisis, pengawasan, dan penggalian potensi pajak. Fungsi ini 

mencakup penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, pengumpulan dan 

pengolahan data perpajakan, serta pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. 

Peraturan ini menegaskan bahwa Account Representative memiliki tanggung 

jawab langsung kepada pejabat yang melakukan pengawasan dan menjadi atasan 

langsungnya, dengan melakukan pembagian Wajib Pajak atau area kerja yang 

telah ditetapkan oleh Kepala KPP.  

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 45/2021 

Tentang Account Representative, fungsi AR difokuskan pada pengawasan dan 

penggalian potensi pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam PMK 45/2021 

Tentang Account Representative adalah jabatan pelaksana pada Kantor 

Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, guna memperkuat pelaksanaan strategi 

intensifikasi penerimaan perpajakan, pemerintah telah menetapkan 

pembentukan posisi Account Representative di lingkungan Kantor Pelayanan 

Pajak. Jabatan ini berperan strategis dalam melaksanakan fungsi pembinaan, 

pemberian konsultasi, pelaksanaan analisis, serta pengawasan atas Wajib Pajak, 

yang seluruhnya bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi 

penerimaan negara di sektor perpajakan. Ketentuan tersebut secara formal diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

79/PMK.01/2015 mengenai Account Representative pada Kantor Pelayanan 

Pajak.; sementara fungsi pelayanan dan konsultasi dialihkan kepada jabatan 

fungsional lain, seperti penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak. Perubahan 

ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan 

bahwa Account Representative dapat lebih fokus dalam memantau kepatuhan 

formal Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. 
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Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama di Kota Palembang menunjukkan 

bahwa kompetensi AR memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja mereka 

dalam mengawasi Wajib Pajak. Hal ini menekankan pentingnya peningkatan 

kompetensi dan pelatihan bagi AR untuk memastikan pengawasan yang efektif 

terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. (Febriana, Hasmawaty, 2021) 

 

Tabel 1.  1 Persentase WP Tidak Patuh Setelah Penerbitan STP 

Tahun Angka WP Persentase (+/-) Jumlah Penerimaan 

2022 3322  303.000.000 

2023 1698 -48,9% 938.000.000 

2024 705 -58,5% 2.464.000.000 

 

Tren Grafik, Angka Wajib Pajak Tidak Patuh/Non-kooperatif setelah 

diterbitkannya STP (Surat tagihan Pajak).  

 

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Wajib Pajak yang dikenakan Surat 

Tagihan Pajak (STP) mengalami penurunan drastis dari 3.322 WP pada tahun 

2022 menjadi 1.698 WP pada tahun 2023 (turun 48,9%) dan semakin berkurang 

menjadi 705 WP pada tahun 2024 (turun 58,5% dari tahun sebelumnya). 

Gambar 1. 1. Grafik Angka Wajib Pajak Setelah Penerbitan STP 
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Meskipun jumlah Wajib Pajak yang dikenakan STP menurun, total penerimaan 

pajak justru mengalami kenaikan signifikan, yaitu dari Rp 303 juta pada tahun 

2022 menjadi Rp 938 juta pada tahun 2023, hingga mencapai Rp 2,46 miliar 

pada tahun 2024. 

Peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan meskipun jumlah WP 

yang dikenakan STP semakin berkurang menunjukkan bahwa mekanisme 

pengawasan dan penagihan yang dilakukan oleh Account Representative (AR) 

semakin efektif. Hal ini dapat diindikasikan dengan meningkatnya tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajibannya setelah diterbitkan 

STP. 

Namun, dalam pelaksanaan pengawasan, Account Representative sering 

menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, 

kompleksitas peraturan perpajakan, dan resistensi dari Wajib Pajak. Oleh karena 

itu, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan kompetensi 

AR, pemanfaatan teknologi informasi, dan kerjasama dengan instansi terkait 

untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

Kepatuhan pajak secara konsep dapat diartikan sebagai sejauh mana Wajib 

Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut James, 

Alley dalam Kuncoro (2022) kepatuhan pajak dapat dimaknai sebagai suatu 

konsep yang mencakup berbagai definisi, baik dari perspektif penegakan hukum, 

sudut pandang ekonomi yang lebih luas, maupun pemahaman yang menyeluruh. 

Hal ini tercermin dalam keputusan Wajib Pajak untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingan masyarakat sebagaimana yang telah dituangkan dalam kebijakan 

pemerintah. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, kepatuhan pajak 

diartikan sebagai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang 

berlaku, Ia mengemukakan bahwa konsep kepatuhan pajak dapat diartikan 

dalam berbagai sudut pandang. Secara luas, kepatuhan mencakup aspek hukum, 

ekonomi, serta pendekatan menyeluruh yang tampak dari keputusan Wajib Pajak 

untuk bertindak selaras dengan kepentingan publik sebagaimana diarahkan oleh 

kebijakan pemerintah. Namun, jika ditinjau dalam ruang lingkup yang lebih 

terbatas, kepatuhan dapat dipahami sebagai kepatuhan individu atau badan 
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terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. (Pranata & Setiawan, 

2015). Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan pada dasarnya mencerminkan 

tingkat kesadaran dan kesediaan seorang Wajib Pajak untuk melaksanakan 

semua kewajiban perpajakan secara benar, jujur, dan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan dalam menghitung, 

membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Dalam konteks wajib pajak orang pribadi, 

kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh sikap dan tanggung jawab orang pribadi 

tersebut dalam memenuhi kewajiban fiskal yang telah menjadi beban hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara. Dengan kata lain, sejauh mana kepatuhan 

seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat erat kaitannya 

dengan kesadarannya akan peran dan kontribusinya dalam mendukung 

keberlangsungan sistem perpajakan nasional. 

Kepatuhan pajak selalu mengedepankan inisiatif/kesadaran dari Wajib 

Pajak dan pengawasan dari petugas pajak/fiskus. Macam-macam Kepatuhan 

Wajib Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Azzahra & Purbaningrum 

(2022) yaitu:  

1. Kepatuhan Formal, merujuk pada kondisi di mana seorang Wajib Pajak 

menunjukkan kesadaran dan komitmen untuk menjalankan kewajiban 

administratif perpajakannya, yang mencakup pemenuhan prosedur, pelaporan, 

serta penyampaian dokumen-dokumen perpajakan secara tepat waktu dan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku 

2. Kepatuhan Material, menggambarkan suatu kondisi di mana Wajib Pajak 

secara esensial telah memenuhi kewajiban perpajakannya, tidak hanya dari sisi 

formalitas, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap substansi dan 

semangat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Dalam praktiknya, kepatuhan material ini secara implisit mencakup unsur 

kepatuhan formal.. 
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1.2. Fokus Pengamatan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus pengamatan 

dalam laporan ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan Wajib 

Pajak tidak patuh oleh Account Representative KPP Palembang Pratama 

Ilir Barat. 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Adapun penulisan ini dapat dibuat yakni untuk; 

1. untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan Wajib Pajak 

yang tidak patuh. 

2. untuk mengidentifikasi kendala yang Account Representative dalam 

proses pengawasan Wajib Pajak Tidak Patuh serta sebagai bahan 

masukan agar dapat memaksimalkan kinerja para-AR. 

 

1.4. Manfaat Penulisan Laporan 

1.4.1. Umum 

Laporan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti, 

baik dalam ranah keilmuan maupun dalam praktik di lapangan. Dari sisi 

akademis, kajian ini dapat menambah khasanah referensi mengenai 

mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Account Representative (AR) 

terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama. Selain itu, hasil dari penelitian ini 

juga dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar pertimbangan bagi peneliti 

berikutnya yang ingin mengangkat topik serupa, khususnya terkait 

efektivitas fungsi pengawasan dan upaya peningkatan kepatuhan pajak. 

Harapannya, penelitian ini dapat mendorong munculnya lebih banyak studi 

lanjutan yang mengkaji peran Account Representative secara lebih 

komprehensif dalam kerangka sistem perpajakan nasional. Sementara dari 

sisi penerapan langsung, temuan yang diperoleh dari penelitian ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh KPP Palembang Pratama Ilir Barat 

sebagai bahan masukan untuk menilai dan menyempurnakan strategi 

pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum menunjukkan tingkat 

kepatuhan optimal. Temuan dalam laporan ini dapat membantu KPP dalam 
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menyusun strategi yang lebih optimal untuk memastikan bahwa 

pengawasan yang dilakukan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. 

Bagi Account Representative (AR), penelitian ini dapat memberikan 

wawasan mengenai berbagai kendala yang sering dihadapi dalam proses 

pengawasan serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

efektivitas tugas mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan 

manfaat bagi Wajib Pajak. Dengan memahami mekanisme pengawasan 

yang dilakukan oleh AR, Wajib Pajak dapat lebih menyadari pentingnya 

kepatuhan pajak serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Hal ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan. Lebih jauh lagi, laporan ini juga dapat menjadi 

referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai 

pengawasan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Dengan 

adanya penelitian ini, diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian 

yang lebih komprehensif dan mendalam terkait peran AR dalam sistem 

perpajakan. 

 

1.4.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Pratama Ilir Barat  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana refleksi bagi instansi 

terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap wajib 

pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. 

Melalui pemahaman mengenai berbagai kendala yang dihadapi Account 

Representative (AR) ketika menjalankan fungsi pengawasan, otoritas dapat 

merancang pendekatan yang lebih efektif untuk mendorong tingkat 

kepatuhan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga dapat 

memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat 

sasaran, khususnya di bidang pengawasan dan penegakan kepatuhan 

perpajakan di lingkungan KPP Pratama.. 

 

1.4.3. Bagi Mahasiswa  

Laporan ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai mekanisme pengawasan perpajakan yang diterapkan 
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oleh Account Representative di KPP Pratama. Melalui penelitian ini, 

mahasiswa dapat memahami bagaimana pengawasan perpajakan guna 

menekankan tingkat kepatuhan yang dapat dilakukan dalam praktik serta 

tantangan yang dihadapi oleh otoritas pajak dalam menegakkan kepatuhan. 

Selain itu, laporan ini dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa 

yang tertarik mendalami studi perpajakan, khususnya dalam aspek 

pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. 

1.4.4. Bagi Lembaga 

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu perpajakan 

serta meningkatkan kualitas akademik di bidang akuntansi dan perpajakan. 

Laporan ini dapat menjadi tambahan referensi bagi civitas akademika, 

terutama bagi dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian sejenis. 

Selain itu, dengan adanya kajian ini, universitas dapat lebih memahami 

kebutuhan dunia kerja di bidang perpajakan sehingga dapat menyesuaikan 

kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi dalam 

sistem perpajakan nasional. Dengan demikian, penulisan laporan ini tidak 

hanya bermanfaat bagi instansi perpajakan dalam meningkatkan efektivitas 

pengawasan, tetapi juga bagi mahasiswa dalam memperdalam wawasan 

akademis, serta bagi universitas dalam mendukung pengembangan ilmu 

perpajakan di lingkungan akademik. 
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